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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Bahwa sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 65
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan
Pengantar Pidato Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
disertai Dokumen-dokumen pendukungnya ke Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 7
Agustus 2019 untuk dibahas, diperiksa, dan diteliti serta
disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang T a.

b. Bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Sidang 2019
setclah melaksanakan tingkat pembicaraan sebagaimana
telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan
Pcryvakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
[B)clltungpNomolf 01 Tahun 2018, dalam Rapat Paripurna

cwan Perwakilan Rakyat insi
Bangka Bulltang yat Daerah Provinsi Kepulauan

¢. Bahwa agar proses penyempurnaan 1
dxxnukqud pada huruf a tcrsc}:rbutpdi atas seiiba?g?ilex?la;lﬁ
r?cku'msmc yang berlaku, maka perlu persetu'gan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Progz' i
Kppu}uuun Bangka Belitung dengan surat Ke utumSl
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Il?’ insi
Kepulauan Bangka Belitung; ovinst




Mengingat

k Indonesia Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

Undang-Undang Republi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688);

Indonesia Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7oy
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3851);

Undang-Undang Republik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3952);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
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Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
ak Daerah dan Retribusi Daerah
ndonesia Tahun 2009 Nomor
Negara Republik Indonesia

Undang-Undang
2009 tentang Paj
(Lembaran Negara Republik 1
130, Tambahan lembaran

Nomor 5049);

k Indonesia Nomor 23 Tahun

7014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106
Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107
Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom

Tahun 2090 tentang Kedudukan Keuangan Kepala (gaet‘gl?l
dan Wa}kﬂ Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Re i i
publik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ngembTarag I;Ilegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
, Tambahan L i i
Sin v embaran Negara Republik Indonesia




Memperhatikan
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i i donesia Nomor 27
turan Pemerintah Republik In
?Z;xaun 2009 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

i kilan Rakyat Daerah
impinan dan Anggota Dewan Perwa

Sjerrrx)baran Negara Republik Indonesia Tahun.2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5043);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 7 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka .Beh'tung kepada
Partai Politik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2005 Nomor 11 Seri E);

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Dewan Perwakilan

Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2
Keuangan Pimpinan dan Anggota _
Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2005 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 57);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-3876 Tahun
2019 tanggal 4 September 2019 tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Behtupg tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan
gere}tléran G;berélug Kepulauan Bangka Belitung tentang
enjabaran Perubahan Angga j
Daerah Tahun Anggaran 2(8)%91;an Feprlepatan den. Belaa

Hasil Keputusan Rapat Anggaran antara B

DPRD Provinsi .Kepulauan Bangka Belitall_ldrigfl ggﬁga’{‘iﬁ

gnggiran Pfemermtah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan

R:ngb? Belitung tentang Evaluasi Menteri Dalam Negeri
publik Indonesia terhadap Penyempurnaan Raperd

dan Rapergub Perubahan APBD un Anggaran 20 1};&‘ :
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN DAN
TERHADAP RANCANGAN

KEPULAUAN BANGKA

ANGGARAN PEN

ANGGARAN 2019

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendap
2019 terdiri atas:

I. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Semula Rancangan Perda Rp

PENYESUAIAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI
BELITUNG TENTANG PERUBAHAN
DAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

atan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

884.562.215.880,37

b. Penyempurnaan Rp
Jumlaha + b .ceeiees Rp 884.562.215.880,37
2. Dana Perimbangan
a. Semula Rancangan Perda Rp 1.766.282.638.000,00
b. Penyempurnaan Rp =
Jumlaha + b .......... Rp 1.766.282.638.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a. Semula Rancangan Perda Rp 111.588.302.000,00
b. Penyempurnaan Rp =
Jumlaha + b ....cevess Rp 111.588.302.000,00
II. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai
- Semula Rancangan Perda Rp 831.673.001.025,99
- Penyempurnaan bertambah Rp -
Jumlah .oveees vevennens Rp 831.673.001.025,99
b. Belanja Bunga
- Semula Rancangan Perda Rp -
- Penyempurnaan Rp -
JUMIERN osws sosasavans Rp -
c. Belanja Subsidi
- Semula Rancangan Perda Rp -
- Penyempurnaan Rp -
|81y 1 | n———— Rp -
d. Belanja Hibah
- Semula Rancangan Perda Rp 289.0
- Penyempurnaan Rp . 82'219'060'09
Jumlah ... ... +f\Rp  289.082.219.060,00
( \‘ / Paraf
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. Belanja Bantuan Sosial
© - Semula Rancangan Perda Rp 750.000.000,0(?

Rp
= n
penyempurnaaJumlah ................. Rp 750.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil
- Semula Rancangan Perda gp 446.568.577.113,00
- mpurnaan p =
Penyemp Jumlah oo ceeeesenes Rp 446.568.577.113,00
g. Belanja Bantuan Keuangan
- Semula Rancangan Perda Rp 95.095.479.172,00
- Penyempurnaan Rp =
veme Jumlah oo ceeareenes Rp 95.095.479.172,00
h. Belanja Tidak Terduga
- Semula Rancangan Perda Rp 4.576.795.407,00
- Penyempurnaan bertambah Rp 1.410.000,00
Jumilah ccoeve connnnnees Rp 4.578.205.407,00

2. Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai
- Semula Rancangan Perda Rp 68.401.503.000,00

- Penyempurnaan bertambah Rp 176.890.000,00
Jumlah cccccer saveraness Rp 68.578.393.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

- Semula Rancangan Perda Rp 851.164.685.728,00

- Penyempurnaan berkurang Rp (178.300.000,00)_
Jumlah ..oooe cirvnenees Rp 850.986.385.728,00

c. Belanja Modal

- Semula Rancangan Perda Rp 477.391.559.044,00

- Penyempurnaan bertambah Rp -
Jumilah ..ocee ceviennnes Rp 477.391.555.044,00

I1I1. Pembiayaan
1. Penerimaan

- Semula Rancangan Perda Rp 302.270.663.669,62
- Penyempurnaan Rp -
Jumlah a + b .......... Rp 302.270.663.669,62
2. Pengeluaran
- Semula Rancangan Perda Rp -
- Penyempurnaan Rp -
Jumlah a + b .......... Rp -
3 SILPA Tahun Berjalan
- Semula Rancangan Perda Rp -
- Penyempurnaan Bertambah Rp -
Jumlah a + b ...eeaeee Rp -
(D‘\lj/ Paraf
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Pasal 2

administrasi yang berkaitan dengan Persetujuan
kepada Pemerintah Provinsi
g-Undang dan

Pelaksanaan
dimaksud, diserahkan sepenuhnya

Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Undan
peraturan yang berlaku.

Pasal 3

ncangan Peraturan Daerah Provinsi

tentang Perubahan Anggaran
19 seperti tertera

Penyempurnaan terhadap Ra

Kepulauan Bangka Belitung
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20

pada lampiran Keputusan ini.
Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya

itetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal ¢ sefeemben. 2019

H

PROVINSI KEPULA

DIDIT SRI GUSJAYA, SH, MH

WAKIL KETUA I,
11, WAKIL KETUA III,

E .
NDRA APOLLO, ST, M.51. TONI PURNAMA,S.IP DEDDY YULIANTO, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Gubermnur Kepulauan Bangka Belitung
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